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A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Kesehatan Dunia atau Wolrd Health Organization (WHO)
adalah salah satu badan Perserikatan Bangsa - Bangsa yang bertindak sebagai
koordinator kesehatan umum secara internasional dan bermarkas di Jenewa,
Swiss yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 7 April 1948.
WHO menurut Komisi Khusus yang termasuk bagian dari Dewan Ekonomi
dan Sosial (Economic and social Committee-ECOSOC) yang bertugas
memberikan informasi dan nasehat kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang
masalah-masalah khusus, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan
masalah kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya, badan-badan khusus Dewan
Ekonomi dan Sosial menjalin suatu jaringan kerjasama yang saling berkaitan
dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Konstitusi WHO menyatakan bahwa tujuan didirikannya WHO adalah
agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi yang paling
memungkinkan. Tugas utama WHO yaitu membasmi penyakit, khususnya
penyakit menular yang sudah menyebar luas. Sebagai Organisasi Internasional,
WHO tentunya memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Tujuan WHO adalah

berbunyi “Attainment by all peoples of the highest possible level of health”

! Macan Asia, 2018, World Healty Organization, https://www. Academia .edu /39 1 9
2212/Pengertian Tentang_WHO, diakses pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 pukul 01:00 WIB
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(pencapaian tingkat kesehatan setinggi mungkin oleh semua rakyat di
seluruh bangsa).?

WHO sendiri dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perjanjian
internasional yaitu International health Regulations 2005, disingkat IHR 2005
(yang merupakan revisi kedua, perubahan atas IHR 1969), Perjanjian
Kesehatan  Internasional (International ~ Health  Regulations,  adalah
instrumen hukum internasional yang mengikat negara-negara di dunia,
termasuk anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHQO), adapun tujuan
dibentuknya perjanjian internasional ini sesuai dengan Pasal 2 IHR 2005 yang
berbunyi:

“The purpose and scope of these Regulations are to prevent, protect

against, control and provide a public health response to the international

spread of disease in ways that are commensurate with and restricted to
public health risks, and which avoid unnecessary interference with
international traffic and trade”

WHO sendiri sedang mengerjakan pekerjaan rumah yang begitu sukar
yakni menangani pandemi yang sedang melanda dunia salah satu virus yang
menjadi pandemi adalah Covid-19, berdasarkan data dari pemerintah virus ini
telah menyebar secara global dengan jumlah yang luar biasa sekurang-kurang
216 negara telah terkena virus ini, dimana kasus yang terkonfirmasi mencapai

10.268.839, dengan jumlah kematian mencapai 506.064 (WHO data last

update: 01 Juli 2020), sedangkan di Indonesia data kasus yang telah

2 Ibid, https://www. Academia .edu /3 9 1 9 2212/Pengertian Tentang_ WHO
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terkonfirmasi positif mencapai 57.770, dengan angka kematian mencapai 2.934
jiwa, dan data korban yang sembuh mencapai 25.595 jiwa.®

Pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi yang sedang marak
terjadi di seluruh belahan dunia, memiliki beberapa landasan hukum yang
menjadi pedoman dan bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat terkait
pandemi Covid-19 ini, sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni pada Pasal 14 sampai dengan

Pasal 20 yang menjelaskan mengenai tanggung jawab Pemerintah terhadap

masyarakatnya.

Pasal 14 yang menjelaskan:

1. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya
kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

2. Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikhususkan pada pelayanan publik.

Pasal 15 yang menjelaskan:

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas

kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya.”

Pasal 16 yang menjelaskan:

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang

kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.”

% Badan Penanganan Covid-19 RI, 2020, Perkembangan Pandemi Covid-19, http s : / /
www.covid19.go.id/, diakses pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2020 pukul 01:27 WIB
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Pasal 17 yang menjelaskan:

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi,

edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan

memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.”

Pasal 18 yang menjelaskan:

“Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif

masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.”

Pasal 19 yang menjelaskan:

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya

kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.”

Pasal 20 yang menjelaskan:

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan
masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan
perorangan.

2. Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait penyebaran wabah penyakit yang sedang melanda yakni pandemi
covid-19, agar tidak menyebar terlalu luas pemerintah Indonesia telah
mengatur tentang upaya penanggulangan wabah ini  melalui aturan,
sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Menular yakni dalam Pasal 5 ayat (1) yang
menjelaskan:

“Upaya Penanggulangan wabah meliputi:

a. Penyelidikan epidemiologis;

b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk

tindakan karantina;

c. Pencegahan dan pengebalan;
d. Pemusnahan penyebab penyakit;
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e. Penanganan jenazah akibat wabah;
f. Penyuluhan kepada masyarakat;
g. Upaya penanggulangan lainnya.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak kerugian baik dalam segi
ekonomi maupun kesehatan dan hal ini dapat disebut sebagai suatu bencana
non alam yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi,
epidemi, dan wabah penyakit (sebagaimana penjelasan ini diatur dalam Angka
3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)
dilihat Penjelasan dari aturan tersebut maka terkait masalah penanggulangan
bencana ini, peran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangatlah penting dalam hal
penanganan dan penanggulangan bencana tersebut.

Dalam hal penanggulangan pandemi Covid-19 tidak menutup
kemungkinan lembaga internasional diikutsertakan dalam membantu
Pemerintah Indonesia yang sedang berperang melawan pandemi ini dimana hal
ini telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjelaskan:

“Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta

dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan

perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.”

“Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam

melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama,
dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan

memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat
setempat.”
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Berikut negara-negara yang masuk kedalam 10 besar yang terkena Virus

Corona, (dengan jumlah kasus dan kematian), adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Negara-negara yang terkena Virus Corona

Jumlah
No. Negara Keterangan
Kasus Kematian
1 | Amerika Serikat 2.628.981 127.263 | Last Update 1 Juli 2020
2 Brazil 1.402.041 59.594 | Last Update 1 Juli 2020
3 Inggris 313.483 43.906 | Last Update 1 Juli 2020
4 Italia 240.578 34.767 | Last Update 1 Juli 2020
5 Prancis 164.801 29.843 | Last Update 1 Juli 2020
6 Spanyol 249.271 28.355 | Last Update 1 Juli 2020
7 Meksiko 226.089 27.769 | Last Update 1 Juli 2020
8 India 585.481 17.400 | Last Update 1 Juli 2020
9 Iran 230.211 10.958 | Last Update 1 Juli 2020
10 Belgia 61.509 9.754 Last Update 1 Juli 2020

Sumber: Johns Hopkins University (Baltimore, Amerika Serikat).*

4 BBC, 2020, Peta Dan Infografis Terkait Pasien Terinfeksi, Meninggal Dan Sembuh Di
Indonesia Dan Dunia, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51850113, diakses pada hari

Kamis tanggal 01 Juli 2020 pukul 23:14 WIB
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Virus corona yang melanda beberapa negara yang jumlahnya sudah
mencapai jutaan belakangan ini merupakan yang terburuk sejak empat dekade
sebelumnya, sehingga WHO pun menetapkan wabah Virus Corona tahun 2020
ini dalam status darurat kesehatan internasional.®

Penetapan status darurat kesehatan internasional yang dilakukan oleh
WHO merupakan salah satu bentuk kewenangan dari WHO dengan
berdasarkan suatu perjanjian internasional yang lebih dikenal dengan
International Health Regulations 2005 atau disebut juga IHR 2005 tepatnya
pada Pasal 16 yang berbunyi:

“WHO may make standing recommendations of appropriate health
measures in accordance with Article 53 for routine or periodic
application. Such measures may be applied by States Parties regarding
persons, baggage, cargo, containers, conveyances, goods and/or postal
parcels for specific, ongoing public health risks in order to prevent or
reduce the international spread of disease and avoid unnecessary
interference with international traffic. WHO may, in accordance with
Article 53, modify or terminate such recommendations, as appropriate ”

Terjemahan penulis terkait bunyi Pasal 16 International Health
Regulations 2005 adalah:

“WHO dapat membuat rekomendasi tetap mengenai tindakan kesehatan
yang sesuai sesuai dengan Pasal 53 untuk aplikasi rutin atau berkala.
Langkah-langkah tersebut dapat diterapkan oleh Negara-negara Pihak
mengenai orang, bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang dan / atau
paket pos untuk risiko kesehatan masyarakat yang spesifik dan
berkelanjutan untuk mencegah atau mengurangi penyebaran penyakit
internasional dan menghindari gangguan yang tidak perlu dengan lalu
lintas internasional . WHO dapat, sesuai dengan Pasal 53, memodifikasi
atau menghentikan rekomendasi semacam itu, jika perlu.”

> Tempo, 2020, WHO Umumkan Status Darurat Kesehatan Internasional, http:// www. T
empo.co.id/read/news/2020/01/30/117598352/WHO-Umumkan-Corona-Darurat-Kesehatan-
Internasional, diakses pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 pukul 01:40 WIB
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Secara resmi penetapan status darurat kesehatan tersebut dinyatakan oleh
Direktur Jenderal WHO pada tanggal 30 Januari 2020.6 Dimana langkah yang
diambil sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam IHR
2005, tepatnya pada Pasal 12 mengenai penentuan darurat kesehatan

masyarakat yang menjadi perhatian internasional yang berbunyi:

1.The Director-General shall determine, on the basis of the information
received, in particular from the State Party within whose territory an
event is occurring, whether an event constitutes a public health
emergency of international concern in accordance with the criteria and
the procedure set out in these Regulations.

2.1f the Director-General considers, based on an assessment under these
Regulations, that a public health emergency of international concern is
occurring, the Director-General shall consult with the State Party in
whose territory the event arises regarding this preliminary
determination. If the Director- General and the State Party are in
agreement regarding this determination, the Director-General shall, in
accordance with the procedure set forth in Article 49, seek the views of
the Committee established under Article 48 (hereinafter the “Emergency
Commiittee ) on appropriate temporary recommendations.

3.If, following the consultation in paragraph 2 above, the Director-
General and the State Party in whose territory the event arises do not
come to a consensus within 48 hours on whether the event constitutes a
public health emergency of international concern, a determination shall
be made in accordance with the procedure set forth in Article 49.

4. In determining whether an event constitutes a public health emergency
of international concern, the Director-General shall consider:

(a) information provided by the State Party;
(b) the decision instrument contained in Annex 2;
(c) the advice of the Emergency Committee;

(d)scientific principles as well as the available scientific evidence and
other relevant information; and

(e) an assessment of the risk to human health, of the risk of international

6 Ibid, http:// www. T empo.co.id/read/news/2020/01/30/117598352/WHO-Umumkan-
Corona-Darurat-Kesehatan- _Internasional

UNI VERSI TAS BUNG HATTA



spread of disease and of the risk of interference with international
traffic.

5.If the Director-General, following consultations with the State Party
within whose territory the public health emergency of international
concern has occurred, considers that a public health emergency of
international concern has ended, the Director-General shall take a
decision in accordance with the procedure set out in Article 49.

Terjemahan penulis terkait bunyi Pasal 12 International Health
Regulations 2005 adalah:

1.Direktur Jenderal harus menentukan, berdasarkan informasi yang
diterima, khususnya dari Negara Pihak di dalam wilayahnya suatu
peristiwa, apakah suatu peristiwa merupakan keadaan darurat kesehatan
masyarakat yang menjadi perhatian internasional sesuai dengan kriteria
dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

2.Jika Direktur Jenderal mempertimbangkan, berdasarkan penilaian
berdasarkan Regulasi ini, bahwa keadaan darurat kesehatan publik yang
menjadi perhatian internasional sedang terjadi, Direktur Jenderal akan
berkonsultasi dengan Negara Pihak di wilayah mana peristiwa tersebut
timbul sehubungan dengan penentuan pendahuluan ini. Jika Direktur
Jenderal dan Negara Pihak sepakat tentang penentuan ini, Direktur
Jenderal harus, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 49,
mencari pandangan Komite yang dibentuk berdasarkan Pasal 48
(selanjutnya disebut "Komite Darurat" ) pada rekomendasi sementara
yang sesuai.

3.Jika, setelah konsultasi dalam paragraf 2 di atas, Direktur Jenderal dan
Negara Pihak di wilayah mana acara tersebut muncul tidak mencapai
konsensus dalam waktu 48 jam tentang apakah acara tersebut merupakan
darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional, suatu
keputusan harus dibuat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal
49.

4.Dalam menentukan apakah suatu peristiwa merupakan keadaan darurat

kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional, Direktur

Jenderal akan mempertimbangkan:

(a) informasi yang diberikan oleh Negara Pihak;

(b) instrumen keputusan yang terkandung dalam Lampiran 2;

(c) saran dari Komite Darurat;

(d)prinsip-prinsip ilmiah serta bukti ilmiah yang tersedia dan informasi
terkait lainnya; dan

(e)penilaian risiko terhadap kesehatan manusia, risiko penyebaran
penyakit internasional dan risiko gangguan dengan lalu lintas
internasional
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5.Jika Direktur Jenderal, setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak di
dalam wilayahnya yang telah terjadi darurat kesehatan publik yang
menjadi perhatian internasional, menganggap bahwa darurat kesehatan
masyarakat yang menjadi perhatian internasional telah berakhir, Direktur
Jenderal harus mengambil keputusan sesuai dengan prosedur yang diatur
dalam Pasal 49.

Sedangkan pernyataan mengenai Covid-19 sebagai pandemi global
dinyatakan pada tanggal 11 Maret 2020. Sebagaimana hal ini merupakan salah
satu pertimbangan pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden
Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).

Salah satu upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia dalam memutus mata rantai covid-19 adalah dengan melakukan
karantina, sebagaimana dijelaskan dalam Angka 6 Undang-undang Nomor 6
Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menjelaskan tentang
Karantina:

“Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar

penyakit menular sebagaimana  ditetapkan  dalam  peraturan

perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau
sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat

Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang

dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan

kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang
dan/atau Barang di sekitarnya”

Dalam hal penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dilakukan oleh
pemerintah berdasarkan aturan pada Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menjelaskan:

“Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada
situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah,
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Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial
Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.”

“Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau
Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman,

efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan
ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul “Analisis
Yuridis Tentang Pengaturan Pengambilan Putusan Pandemi Covid-19
oleh  WHO Ditinjau Dari Konstitusi WHO International Health

Regulations 2005”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Pengambilan Putusan olen WHO terkait
Pandemi Covid-19 yang ditinjau dari Konstitusi Who International Health

Regulations 2005?

2. Bagaimanakah Implementasi Pengambilan Putusan Oleh WHO dalam
Penanganan Covid-19 terhadap Negara-negara di dunia termasuk di

Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Pengambilan Putusan oleh WHO terkait
Pandemi Covid-19 yang ditinjau dari Konstitusi Who International Health

Regulations 2005.
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2. Untuk Mengetahui Implementasi Pengambilan Putusan Oleh WHO dalam
Penanganan Covid-19 terhadap Negara-negara di dunia termasuk di

Indonesia.
D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
Penelitian yang akan dilakuakan penulis lebih menekankan kepada bahan
pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan
perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa

pendapat para sarjana,yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.’

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder.
Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang

termasuk dalam data sekunder yaitu:®
a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang
membuat orang taat dan mematuhinya, seperti undang-undang dan

perjanjian internasional yang terdiri dari:

1) International Health Regulations 2005

7 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,
Jakarta, him. 68
8 Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 105
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2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

Kesehatan

6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan

7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan

Sosial Berskala Besar

8) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

9) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari dokumen yang tidak resmi, publikasi
tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu
permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum , publikasi tersebut
menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia,jurnal hukum, dan

sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penulis lebih mencari dari bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder seperti ensiklopedia, dan indeks komulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi dokumen.Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan
cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri
dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum
yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan
literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis

analisa.®

® Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hIm. 68
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4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis
kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas
suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna
memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan

sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.°

10 Roni Hanitijo Soemirto, 2009, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers. Ghalia
Indonesia, Jakarta, him 10
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